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[bookmark: _Toc130504638]2.1 Penelitian Sebelumnya
	Penelitian mengenai pengelolaan sampah telah banyak dilakukan oleh beberapa peneliti lainnya. Namun yang membahas mengenai koordinasi pemerintah desa dalam pengelolaan sampah masih sedikit yang menyoroti atau melakukan penelitian tersebut. Penelitian terdahulu ini menjadi salah satu acuan bagi penulis untuk melakukan penelitian sehingga penulis dapat memperkaya teori yang digunakan dalam mengkaji penelitian yang dilakukan. Adapun penelitian yang tekait dengan kajian peneltian ini adalah antara lain :


1. Penelitian oleh Jumrotul Arafat (2018) yang berjudul “Implementasi Kebijakan Pemerintah Desa dalam Pengelolaan Sampah untuk Meningkatkan Pendapatan Asli Desa dalam Perspektif Ekonomi Islam (Studi pada BUMD Desa Kuta Dalom)”. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis Implementasi Kebijakan Pemerintah Desa dalam Pengelolaan Sampah untuk Meningkatkan Pendapatan Asli Desa dalam Perspektif Ekonomi Islam. Hasil penelitian ini menunjukan bahwa pelayanan pengelolaan sampah perlu peningkatan, dengan masih kurangnya sarana dan prasarana pengelolaan sampah serta peran masyarakat sangat dibuthkan sekali untuk menunjang kegiatan pengelolaan sampah. Belum efektif dan efesiennya pengelolaan sampah sehingga memerlukan biaya operasional dan pemeliharaan yang tinggi. Sistem pengelolaan sampah konvensional tidak mampu mengatasi permasalahan dalam proses operasional pengelolaan sampah saat sekarang ini, 
2

Oleh karena itu dibutuhkan suatu sistem yang modern, dapat diandalkan dan efesien serta teknologi ramah lingkungan
2. Penelitian oleh Putu Adnyana, I Made Suwena dan I Wayan Gorda (2020) yang berjudul “Analisis Koordinasi Pemerintah Desa dalam Pengelolaan Sampah di Desa Adat Muncan, Kabupaten Tabanan”. Penelitian ini menggunakan pendekatan Kualitatif. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis koordinasi Pemerintah Desa dalam Pengelolaan Sampah di Desa Adat Muncan. Hasil Penelitian menunjukan bahwa koordinasi antara Pemerintah desa dengan masyarakat dan intansi terkait dalam pengelolaan sampah di Desa Adat Muncan belum optimal, sehingga pengelolaan sampah di desa tersebut belum cukup baik.
3. Penelitian oleh Yudi Laksamana dan Ika Maryanti (2018) yang berjudul “Peran Pemerintah Desa dalam Pengelolan Sampah di Desa Kertamukti, Kabupaten Subang”. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji peran pemerintah desa dalam pengelolaan sampah di Desa Kertamukti, Kecamatan Pusakanagara, Kabupaten Subang. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif kualitatif dengan Teknik pengumpulan data berupa observasi, wawancara dan studi dokuemntasi. Hasil penelitian menunjukan bahwa peran pemerintah desa dalam pengelolan sampah di Desa Kertamukti terlihat dari kebijakan dan program yang telah dilakukan seperti peningkatan partisipasi masyarakat dalam pengelolaan sampah, peningkatan jumlah tempat pembuangan sementara (TPS) dan penyediaan alat perlengkapan pengelolaan sampah.
4. Penelitian oleh Asmadi (2019) yang berjudul “Kajian Koordinasi Pengelolaan Sampah antara Pemerintah Desa dengan Lembaga Masyarakat di Kabupaten Jember”. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis koordinasi antara Pemerintah desa dengan Lembaga Mayarakat dalam pengelolaan sampah di Kabupaten Jember. Hasil penelitian menunjukan bahwa koordinasi antara pemerintah desa dengan Lembaga masyarakat sudah cukup baik dalam pengelolaan sampah di Kabupaten Jember.
5. Penelitian oleh Ratna Dewi (2020) yang berjudul “Kajian Koordinasi Pengelolaan Sampah oleh Pemerintah Desa dengan Pemerintah Kecamatan dan Dinas Lingkungan Hidup di Kota Semarang”. Penelitian ini menggunakan metode pendekatan kualitatif. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis koordinasi antara pemerintah desa dengan pemerintah kecamatan dan Dinas Lingkungan Hidup dalam pengelolaan sampah di kota Semarang. Hasil penelitian ini menunjukan bahwa koordinasi antara pemerintah desa dengan pemerintah kecamatan dan Dinas Lingkungan Hidup masih perlu ditingkatkan dalam pengelolaan sampah di Kota Semarang.
6. Penelitian oleh Agustina (2020) yang berjudul “Kajian Koordinasi Pengelolaan Sampah oleh Pemerintah Desa dan Pemerintah Kecamatan di Kabupaten Klaten”. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis Koordinasi antara pemerintah desa dan pemerintah kecamatan dalam pengelolaan sampah di Kabupaten Klaten. Hasil penelitian menunjukan bahwa koordinasi antara pemerintah desa dan pemerintah kecamatan masih belum optimal dalam pengelolaan sampah di Kabupaten Klaten.
[bookmark: _Toc130503942][bookmark: _Toc130504639][bookmark: _Toc130503943]Tabel 2.1                                                                                                            Persamaan dan Perbedaan Penelitian Penulis Dengan Penelitian Sebelumnya

	No
	Judul, Nama Peneliti,                   dan Tahun
	Persamaan dengan Penelitian Penulis
	Perbedaan dengan Penelitian Penulis

	1.
	“Implementasi Kebijakan Pemerintah Desa dalam Pengelolaan Sampah untuk Meningkatkan Pendapatan Asli Desa dalam Perspektif Ekonomi Islam (Studi pada BUMD Desa Kuta Dalom)”
Penulis : Jumrotul Arafat (2018)
	· Penelitian penulis dengan penelitian sebelumnya sama-sama meneliti mengenai pengelolaan sampah.
· Penelitian penulis dengan penelitian sebelumnya sama-sama menggunakan metode penelitian kualitatif.
	· Lokasi penelitian penulis di Desa Karangmalang, sedangkan penelitian sebelumnya di Desa Kuta Dalom.
· Penulis menggunakan teori Koordinasi dari G R. Terry sedangkan penelitian sebelumnya menggunakan teori implementasi kebijakan dari Edwars III

	2.
	“Analisis Koordinasi Pemerintah Desa dalam Pengelolaan Sampah di Desa Adat Muncan, Kabupaten Tabanan”
Penulis : I Wayan Gorda (2020)
	· Penelitian penulis dengan penelitian sebelumnya sama-sama meneliti mengenai koordinasi pemerintah desa dalam pengelolaan sampah 
· Penelitian penulis dengan penelitian sebelumnya sama-sama menggunakan metode penelitian kualitatif
	· Lokasi penelitian penulis di Desa Karangmalang, sedangkan penelitian sebelumnya di Desa Adat Muncan.
· Penulis menggunakan teori Koordinasi dari G R. Terry sedangkan penelitian sebelumnya menggunakan teori Koordinasi dari Malone dan Crowston.

	3.
	“Peran Pemerintah Desa dalam Pengelolan Sampah di Desa Kertamukti, Kabupaten Subang”.
Penulis : Yudi Laksamana dan Ika Maryanti (2018)
	· Penelitian penulis dengan penelitian sebelumnya sama-sama meneliti mengenai pengelolaan sampah.
· Penelitian penulis dengan penelitian sebelumnya sama-sama menggunakan metode penelitian kualitatif
	· Lokasi penelitian penulis di Desa Karangmalang, sedangkan penelitian sebelumnya di Desa Kertamukti.
· Penulis menggunakan teori Koordinasi dari G R. Terry sedangkan penelitian sebelumnya menggunakan teori Tindakan kolektif dari olson. 

	4.
	“Kajian Koordinasi Pengelolaan Sampah antara Pemerintah Desa dengan Lembaga Masyarakat di Kabupaten Jember”
Penulis : Asmadi (2019)
	· Penelitian penulis dengan penelitian sebelumnya sama-sama meneliti mengenai pengelolaan sampah.
· Penelitian penulis dengan penelitian sebelumnya sama-sama menggunakan metode penelitian kualitatif
	· Lokasi penelitian penulis di Desa Karangmalang, sedangkan penelitian sebelumnya di Kabupaten Jember
· Penulis menggunakan teori Koordinasi dari G R. Terry sedangkan penelitian sebelumnya menggunakan teori koordinasi menurut Mary Parker Follet


	5.
	“Kajian Koordinasi Pengelolaan Sampah oleh Pemerintah Desa dengan Pemerintah Kecamatan dan Dinas Lingkungan Hidup di Kota Semarang”
Penulis : Ratna Dewi (2020)
	· Penelitian penulis dengan penelitian sebelumnya sama-sama meneliti mengenai pengelolaan sampah.
· Penelitian penulis dengan penelitian sebelumnya sama-sama menggunakan metode penelitian kualitatif.
	· Lokasi penelitian penulis di Desa Karangmalang, sedangkan penelitian sebelumnya di Kota Semarang.
· Objek yang di teliti penulis yaitu desa karangmalang sedangkan penelitian sebelumnya objek yang di teliti yaitu pemerintahan desa, pemerintahan kecamatan dan Dnas Lingkungan Hidup.

	6.
	“Kajian Koordinasi Pengelolaan Sampah oleh Pemerintah Desa dan Pemerintah Kecamatan di Kabupaten Klaten”.
Penulis : Agustina (2020)
	· Penelitian penulis dengan penelitian sebelumnya sama-sama meneliti mengenai pengelolaan sampah.
· Penelitian penulis dengan penelitian sebelumnya sama-sama menggunakan metode penelitian kualitatif.
	· Lokasi penelitian penulis di Desa Karangmalang, sedangkan penelitian sebelumnya di Kabupaten Klaten.
· Objek yang di teliti yaitu desa karangmalang sedangkan penelitian sebelumnya objek yang di teliti yaitu pemerintahan desa, dan pemerintahan kecamatan



	Dari tabel di atas, terlihat bahwa penelitian sebelumnya sudah banyak yang membahas Koordinasi dalam pengelolaan sampah di desa. Namun demikian, penelitian penulis tidak sama dengan penelitian-penelitian sebelumnya, baik lokasi, teori, maupun hubungan koordinasi antar Lembaga dalam pengelolaan sampah yang digunakan. Oleh karenanya penelitian yang penulis lakukan ini bersifat Orisinil.

[bookmark: _Toc130504640]2.2 Tinjauan Pustaka
[bookmark: _Toc130504641]2.2.1 Konsep Koordinasi
2.2.1.1 Pengertian Koordinasi
	Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia koordinasi diartikan sebagai perihal mengtur suatu organisasi atau kegiatan sehingga peraturan dan tindakan yang akan dilaksanakan tidak saling bertentangan atau simpang siur.   Koordinasi memerankan peran yang sangat penting dalam keberhasilan sebuah organisasi karena melalui koordinasi sebuah organisasi memiliki satu pemahaman yang jelas mengenai tugas pada setia departemen atau unit yang berbeda dalam sebuah organisasi, Ketika koordinasi dijalankan dengan baik maka tujuan organisasipun akan mudah dicapai.
	Koordinasi menurut Drs. H. Malayu S.P. Hasibuan (Hasibuan, 2006 : 85), yaitu sebagai berikut :
	“Koordinasi adalah kegiatan, mengarahkan, mengintegrasikan, dan 		mengkoordinasikan unsur-unsur manajemen (6M) dan pekerjaan-pekerjaan 	para bawahan dalam mencapai tujuan organisasi”. (Hasibuan, 2008 : 85). 


	Koordinasi menurut George R. Terry dalam buku (Hasibuan, 2003 : 86), yaitu sebagai berikut :
“Coordination is the ederly synchronization of effort to provide the proper amount, timing and direting of execution resulting in harmonious and unified actions to a stated objective (Koordinasi merupakan suatu usaha yang sinkron dan teratur untuk menyediakan jumlah dan waktu yang tepat, dan mengarahkan pelaksanaan untuk menghasilkan suatu Tindakan yang seragam dan harmonis pada sasaran yang telah ditentukan)”. 

Berdasarkan pendapat di atas Terry memandang koordinasi sebagai “The process of integrating activities of separate units for the purpose of establishing of common objectives” dalam kata lain, Koordinasi adalah  proses integrasi kegiatan-kegiatan dari unit-unit yang terpisah untuk menciptakan suatu kesatuan tindakan dalam mengejar tujuan bersama. Pandangan ini telah memberikan kontribusi yang signifikan bagi perkembangan teori dan praktik manajemen modern. Menurut tinjauan manajemen koordinasi menurut Terry, meliputi :
1. Jumlah usaha baik secara kuantitaif maupun secara kualitatif.
2. Waktu yang tepat dari usaha-usaha tersebut.
3. Directing atau penentuan arah usaha-usaha tersebut.
Adapun E.F.L Brech memberikan pengertian koordinasi, yaitu sebagai berikut :
“koordinasi adalah mengimbangi dan menggerakan tim dengan memberikan lokasi kegiatan pekerjaan yang cocok kepada masing-masing dan menjaga agar kegiatan tersebut dilaksanakan dengan keselarasan yang semestinya dia antara para anggota itu sendiri”. (Hasibuan, 2011 : 86)

	Sementara dalam studi administrasi lainnya menurut Handoko koordinasi, yaitu :
“Koordinasi adalah proses pengintegasian tujuan-tujuan dan kegiatan-kegiatan pada satuan yang terpisah (departemen-de[artemen atau bidang-bidang fungsional) pada suatu organisasi untuk mencapai tujuan organisasi secara efesien dan efektif ”. (Handoko, 2003:195)

	Koordinasi menurut Hadayaningrat (2000 : 88) mengartikan koordinasi adalah sebagai berikut :
	“Koordinasi adalah konsep kedua disamping kepemimpinan, sebab 	koordinasi dan kepemimpinan (leadership) adalah tidak bisa dipisahkan satu 	sama lain, oleh karna itu satu sama lain saling mempengaruhi . kepemimpinan 	yang efektif adalah menjamin koordinasi yang baik sebab pimpinan berperan 	sebagai coordinator”.

	Menurut pendapat dari Hadayingrat dapat digambarkan bahwa koordinasi ditentukan oleh faktor kepemimpinan yang ada di dalam suatu instansi maupun organisasi, sehingga adanya kerjasama yang dijalin antar pimpinan instansi yang dimana terjalin kerjasama yang harmonis satu sama lain.
	Dalton E. McFarland mendefenisikan koordinasi yang dikutip oleh Hadayingrat (2000 : 89) adalah sebagai berikut :
	“Coordination is the process whereby an executive develope an oderly 	patterns of group efforts among his subordinates and secure uniti of action tn 	the pursuit of comman purpose (Koordinasi adalah suatu proses dimana 	pimpinan mengembangkan pola usaha kelompok secara teratur diantara 	bawahannya dan menjamin kesatuan tindakan di dalam mencapai tujuan 	bersama)”.

	Menurut keterangan Dalton E. McFarland dapat digambarkan bahwa koordinasi adalah suatu proses dimana pimpinan mengembangkan pola usaha kelompok secara teratur diantara bawahannya dan menjamin kesatuan Tindakan di dalam mencapai tujuan Bersama. 
	Menurut Awaluddin Djamin dalam S.P Hasibuan (2011:86) mengatakan bahwa :
	“Koordinasi adalah suatu usaha kerja sama antara badan, instansi, unit dalam 	pelaksanaan tugas-tugas tertentu sedemikian rupa, sehingga terdapat saling 	mengisi, saling membantu, dan saling melengkapi”.

	Menurut Sondang P. Siagian (2001:110) berpendapat mengenai koordinasi beliau mengatakan bahwa :
“Koordinasi adalah pengaturan tata hubungan dari usaha bersama untuk memperoleh satu kesatuan tindakan dalam usaha mencapai tujuan bersama agar pembagian kerja dari berbagai orang/kelompok dapat tersusun menjadi suatu kebulatan yang terintegrasi dengan cara yang efesien.”

	Berdasarkan penjelasan dari tokoh di atas dapat kita simpulkan koordinasi merupakan  “peraturan/penataan” beragam elemen ke dalam suatu pengoperasian yang terpadu dan harmonis. Motivasi utama koordinasi adalah mengindari kesenjangan dan tumpang tindih berkaitan dengan tugas kerja berbagai pihak. Koordinasi dilakukan umumnya dengan melakukan harmonisasi tugas, peran, dan jadwal lingkungan dan sistem yang sederhana. Melalui koordinasi semua elemen bekerjasama untuk mencapai tujuan sebuah organisasi.
	Menurut James D. Thompson, ada tiga macam saling ketegantungan di antara satuan organisasi, yaitu :
1. Saling ketergantungan yang menyatu, dapat kita ketahui bahwa individu tidak bisa melakukan sesuatu hal tanpa ketergantungan atau bantuan dari orang lain dalam menyelesaikan pekerjaannya, maka dalam hal ini individu akan terus ketergantungan saling menyatu antar individu satu dengan individu lain dalam mencapai tujuan akhir. bila satuan organisasi tidak saling tergantung satu dengan yang lain dalam melaksanakan kegiatan harian tetapi tergantung pada pelaksanaan kerja setiap satuan yang memuaskan untuk suatu hasil akhir.
2. Saling ketergantungan yang berurutan, dimana individu dalam melakukan Tindakan atau membantu orang lain dalam suatu Kerjasama harus melihat pada tupoksinya dan aturannya masing-masing sehingga ketergantungan yang dilakukan antar individu dengan individu lain dalam mencapai suatu tujuan akan tertata dengan baik, sehingga tujuan mudah untuk dicapai tanpa adanya saling menyalahkan antar satu individu dengan individu lainnya. suatu satuan organisasi harus melakukan pekerjaan terlebih dahulu sebelum satuan yang lain bekerja.
3. Saling ketergantungan timbal balik merupakan hubungan memberi dan menerima antar satuan organisasi.
	Menurut Hasibuan (Hasibuan, 2011 : 98) ada beberapa syarat yang harus ada dalam proses koordinasi, yaitu :
1. Memiliki perasaan untuk bekerjasama (sense of coorperation), yaitu adanya perasaan untuk saling bekerjasama, bukan per orang tetapi dari sudut bagian per bagian bidang pekerjaan.
2. Memiliki rasa persaingan (Rivalry), dalam organisasi besar sering diadakan persaingan agar saling berlomba untuk kemajuan.
3. Team Spirit, satu sama lain per bagian harus saling menghargai.
4. Espirit de Corps, bagian yang saling menghargai akan makin bersemangat. 
	Berdasarkan pengertian diatas dapat dilihat bahwa koordinasi adalah Tindakan seorang pemimpin untuk mengusahakan terjadinya keselarasan kerja antar anggota organisasi sehingga tidak terjadi kesimpangsiuran dan tumpang tindih. Hal ini berarti pekerjaan dapat diselesaikan secara efektif dan efesien. Jadi dapat disimpulkan bahwa koordinasi merupakan proses pengintegrasian tujuan dan aktivitas di dalam suatu perusahaan atau organisasi agar mempunyai keselarasan di dalam mencapai tujuan yang ditetapkan, pengkoordinasian dimaksudkan agar pemimpin mengkoordinir sumber daya manusia dan sumber daya lain yang dimiliki organisasi tersebut kekuatan organisasi tergantung kemampuannya untuk Menyusun berbagai sumber dayanya dalam mencapai suatu tujuan.
2.2.1.2 Peranan Koordinasi
	Hasibuan (2006:86) berpendapat bahwa koordinasi penting dalam suatu organisasi, yakni :
1. Untuk mencegah terjadinya kekacauan, percecokan dan kekembaran atau kekosongan pekerjaan.
2. Agar orang-orang dan pekerjaannya diseleraskan serta diarahkan untuk pencapaian tujuan organisasi.
3. Agar sarana dan prasaran di manfaatkan untuk mencapai tujuan.
4. Supaya semua unsur manajemen dan pekerjaan masing-masing individu harus membantu dalam tercapainya tujuan organisasi.
5. Agar semua tugas, kegiatan, dan pekerjaan terintegrasikan kepada sasaran yang diinginkan. 
	Menurut Sondang P, Siagian (2002:103-107) koordinasi merupakan salah satu dari lima fungsi manajemen, yaitu :
1. Planning (Perencanaan), yaitu menetapkan tujuan organisasi, strategi, dan taktik untuk mencapai tujuan tersebut.
2. Organizing (Pengorganisasian), yaitu menetapkan struktur organisasi , tugas dan tanggung jawab serta alur komunikasi dalam organisasi.
3. Commmanding (Pengarahan), yaitu memberikan arahan kepada karyawan dan memotivasi mereka untuk mencapai tujuan organisasi.
4. Coordinating (Koordinasi), yaitu mengintegrasikan berbagai kegiatan organisasi untuk mencapai tujuan bersama.
5.  Contoling (Pengawasan), yaitu memantau kinerja organisasi dan karyawan untuk memastikan bahwa tujuan organisasi dapat tercapai.
	Peran Koordinasi menurut Henry Fayol sangat penting diantaranya meliputi beberapa hal, yaitu:
1. Mencegah tejadinya kekacauan, percecokan, dan kekembaran atau kekosongan pekerjaan.
2. Agar pegawai dan pekerjaannya diselaraskan serta diarahkan untuk mencapai tujuan perusahaan.
3. Dapat memanfaatkan sarana dan prasarana dalam pencapaian tujuan.
4. Agar semua unsur manajemen dan pekerjaan masing-masing individu pegawai harus membantu tercapainya tujuan organisasi.
5. Agar semua tugas, kegiatan dan pekerjaan terintegrasi kepada sasaran yang diinginkan.
	Koordinasi yang baik dapat mengurangi tumpeng tindih dan konflik antar unit, sehingga sumber daya organisasi dapat digunakan secara efektif dan efesien. Koordinasi juga membantu meningkatkan komunikasi antar unit, memperkuat hubungan antar anggota organisasi dan memperbaikin keseluruhan kinerja organisasi. Dengan demikian, peran koordinasi sangat penting dan strategis dalam mencapai tujuan dalam sebuah organisasi.
2.2.1.3 Ciri-Ciri Koordinasi
	Soewarno Handayaningrat (2002:58) mengatakan bahwa ciri-ciri koordinasi adalah sebagai berikut :
1. Bahwa tanggungjawab dari koordinasi adalah terletak pada pimpinan oleh karena itu, koordinasi merupakan tugas dari pimpinan sekalipun demikian pimpinan tidak mungkin mengadakan koordinasi apabila mereka tidak meakukan Kerjasama. Oleh karena itu, maka kerja sama merupakan suatu syarat yang penting dalam membantu pelaksanaan koordinasi.
2. Adanya proses (continued process) artinya koordinasi adalah proses yang terus menerus yang bersifat berkesinambungan dalam rangka tercapainya tujuan organisasi.
3. Adanya pengaturan usaha kelompok secara teratur, karena koordinasi merupakan konsep yang ditetapkan di dalam kelompok bukan terhadap usaha individu, melainkan usaha Kerjasama di dalam kelompok untuk mencapai tujuan bersama.
4. Konsep kesatuan tindakan, merupakan suatu usaha untuk menggerakan bawahannya yang dilakukan oleh seorang pemimpin terhadap individu satu dengan individu lain sesuai dengan tupoksinya masing-masing.
5. Tujuan koordinasi adalah tujuan bersama satuan dari usaha atau Tindakan menerima suatu pengertian kepada semua individu agar ikut serta melaksanakan tujuan bersama sebagai kelompok di mana mereka bekerja.
2.2.1.4 Tipe-Tipe Koordinasi
	Menurut Hasibuan (Hasibuan, 2008: 86) ada beberapa tipe dalam koordinasi yaitu sebagai berikut :
1. Koordinasi vertikal (vertical coordination), yaitu kegiatan-kegiatan penyautuan, pengarahan yang dilakukan oleh atasan terhadap kegiatan unit- unit, kesatuan-kesatuan kerja yang ada di bawah wewenang dan tanggung jawab tugasnya, atasan mengkoordinasi semua apparat yang ada di bawah tanggung jawabnya secara langsung. Koordinasi vertikal ini secara relatif mudah dilakukan, karena atasan dapat memberikan sanksi kepada aparat yang sulit diatur.
2. Koordinasi horizontal (horizontal coordination), yaitu mengkoordinasikan Tindakan-tindakan atau kegiatan-kegiatan penyatuan, pengarahan yang dilakukan terhadap kegiatan-kegiatan penyatuan, pengarahan yang dilakukan terhadap kegiatan-kegiatan dalam tingkat organisasi (aparat) yang setingkat. Koordinasi horizontal ini dibagi atas interdisciplinary dan interrelated.
	Interdisciplinary adalah suatu koordinasi dalam rangka mengarahkan, menyatukan Tindakan-tindakan, mewujudkan, dan menciptakan disiplin antara unit yang satu dengan unit yang lain secara intern maupun secara ekstern pada unit-unit yang sama tugasnya.
	Interrelated adalah koordinasi antar badan (instansi); unit-unit yang fungsinya berbeda, tetapi instansi yang satu dengan yang lain saling bergantungan atau mempunyai kaitan baik, secara intern maupun ekstern yang levelnya setaraf. Koordinasi horizontal ini relatif sulit dilakukan, karena coordinator tidak dapat memberikan sanksi kepada pejabat yang sulit diatur sebab kedudukannya setingkat. 
	Koordinasi berdasarkan ruang lingkupnya dapat dibedakan menjadi dua, yaitu sebagai berikut :
1. Koordinasi Internal, yaitu hubungan antara semua manajer, eksekutuf, defartemen, divisi, cabang, dan karyawan atau pekerja dalam suatu organisasi. Koordinasi ini bertujuan untuk mengintegrasikan tujuan dan aktivitas unit kerja dalam organisasi tersebut.
2. Koordinasi eksternal, yaitu hubungan antara organisasi dan karyawannya dengan lingkungan eksternalnya termasuk diantaranya masyarakat, lembaga pemerintah dan lain sebagainya.
	George R. Terry dalam bukunya yang berjudul Pinciples of Management menjelaskan bahwa terdapat empat ruang lingkup koordinasi, yaitu : 
1. Koorinasi dalam Individu
Berdasarkan ilmu manajemen organisasi, koodinasi individu tidak berhubungan langsung dengan manajemen organisasi. Walaupun begitu, kemampuan suatu individu dalam mengatur ataupun menyelesaikan tanggung jawab yang diserahkan pihak organisasi kan mampu memberikan dampak yang baik dalam pencapaian perusahaan dan tujuan pribadinya.
2. Koordinasi antara Individu dalam suatu kelompok
Koordinasi yang terjalin antar individu adalah salah satu kunci keberhasilan utama dalam suatu organisasi. Koordinasi yang terjalin dalam suatu kelompok dan pengalokasian tugas serta komunikasi yang terjalin baik mampu membuat kelompok tersebut bisa bekerjasama dengan baik. Sehingga, tujuan atau cita-cita kelompok tersebut bisa tercapai.
3. Koordinasi antara kelompok dalam suatu perusahaan
Setiap organisasi atau perusahaan tentu mempunyai divisi yang bertanggung jawab pada bidang tertentu. Bentuk koordinasi yang terjalin antar divisi tersebut harus terlaksana dengan baik dan selaras agar berbagai proses kegiatan dan tujuannya bisa tercapai.
4. Koordinasi antar organisasi atau perusahaan
Hubungan yang baik dengan pihak luar sangat diperlukan oleh organisasi atau perusahaan demi mencapai tujuan yang sebelumnya sudah ditetapkan. Berbagai kegiatan koordinasi yang dilakukan dengan pihak luar tentunya harus bisa disesuaikan dengan lingkungan eksternal itu sendiri. Contohnya suatau perusahaan yang harus menyesuaikan diri dengan aturan pemerintah, keadaan politik dan lain sebagainya. 
2.2.1.5 Kebutuhan akan Koordinasi
	Koordinasi merupakan tugas penting yang harus dilakukan oleh pemimpin dan tugas ini tidak mudah. Dapat kita ketahui bahwa suatu organisasi tidak akan berjalan dengan baik jika tidak adanya Kerjasama di dalam organisasi. Kebutuhan akan koordinasi sangat penting didalam suatu organisasi karena di dalam koordinasi individu bisa saling membantu suatu pekerjaan agar lebih mudah untuk dicapai secara optimal.
	Kebutuhan akan koordinasi berbeda dalam hal sejauh mana aktivitas-aktivitas itu perlu diintegrasikan dengan aktivitas unit-unit lainnya. Kebutuhan koordinasi tergantung pada sifat dan perlunya komunikasi dari tugas-tugas yang dilaksankan serta tingkat kegiatan yang dikerjakan.
	Menurut S. Pamudji (2004:41) mengemukakan 4 (empat) prinsip utama koordinasi, yaitu ;
1. Koordinasi harus dimulai pada permulaan sekali
2. Koordinasi adalah tahapan yang continue
3. Koordinasi harus merupakan pertemuan-pertemuan Bersama
4. Perbedaan-perbedaan padangan harus dikemukakan secara terbuka dan diselidiki hubungannya dengan keseluruhan. 
2.2.1.6 Faktor-faktor yang mempengaruhi Koordinasi
Dalam teorinya Hasibuan (Hasibuan. 2006:88)  menekankan beberapa faktor penting yang mempengaruhi koordinasi, yaitu :
1. Kerjasama 
	  Kerjasama merupakan suatu cara untuk memperoleh suatu koordinasi yang baik dengan mengatur jadwal waktu dimaksudkan bahwa kesatuan usaha itu dapat berjalan sesuai dengan waktu yang telah direncanakan.
2. Komunikasi
	  Komunikasi sangat penting karena dengan komunikasi partisipasi anggota akan semakin tinggi karena pimpinan memberitahukan tugas kepada bawahannya harus dengan komunikasi. Dengan demikian komunikasi merupakan hubungan antara komunikator dengan komunikan dimana keduanya mempunyai peranan dalam menciptakan komunikasi.
	Dari pengertian komunikasi di atas terlihat bahwa komunikasi itu mengandung arti komunikasi yang bertujuan untuk mengubah tingkah laku manusia. Maka komunikasi tersebut merupakan suatu hal perubahan suatu sikap dan pendapat akibat informasi yang disampaikan oleh seseorang kepada orang lain. Sehingga dari uraian tersebut terlihat fungsi komunikasi, yaitu sebagai berikut :
1. Mengumpulkan dan menyebarkan informasi mengenai kejadian dalam suatu lingkungan.
2. Menginterpretasikan terhadap informasi
3. Kegiatan menginformasikan informasi, nilai dan norma sosial dari generasi yang satu ke genarasi yang lain.
	Maka dari itu komunikasi merupakan suatu upaya yang dilakukan oleh seseorang untuk merubah sikap dan perilaku orang lain dengan melalui informasi atau pendapat atau pesan yang disampaikannya kepada orang tersebut.
3. Pembagian kerja
	Pembagian kerja adalah perincian tugas dan pekerjaan agar setiap individu dalam organisasi bertanggungjawab untuk melaksanakan sekumpulan kegiatan yang terbatas. Secara teoritis tujuan dalam organisasi adalah untuk mencapai tujuan bersama dimana individu tidak dapat mencapainya sendiri. Dua orang atau lebih yang bekerja bersama secara koperatif dan dikoordinasikan dapat mencapai hasil lebih daripada dilakukan perseorangan. 
	Dalam suatu organisasi, landasan dasarnya adalah prinsip pembagian kerja (Division of labor). Prinsip pembagian kerja ini maksudnya adalah jika suatu organisasi diharapkan untuk dapat berhasil dengan baik dalam usaha mencapai tujuannya, maka hendaknya melakukan pembagian kerja. Dengan pembagian kerja ini diharapkan dapat berfungsi dalam usaha mewujudkan tujuan suatu organisasi. Pembagian kerja adalah perincian tugas dan pekerjaan agar semua individu dalam organisasi bertanggung jawab untuk melaksanakan sekumpulan kegiatan yang terbatas.
4. Disiplin
	  Disiplin merupakan suatu usaha yang dilakukan secara terkoordinasi agar disetiap pekerjaan bisa berhasil, selesai dengan tepat waktu dan sesuai dengan yang di harapkan. Jadi, disiplin menyangkut pada suatu sikap dan tingkah laku yang untuk tunduk dan patuh terhadap peraturan suatu organisasi. Dengan demikian disiplin sangat penting dalam pencapaian tujan karena dengan disiplin semua kegiatan akan terlaksana dengan baik sesuai dengan apa yang diharapkan sehingga tujuan organisasi dapat tercapai.
	Untuk mencapai koordinasi yang baik, Terry merekomendasikan beberapa tindakan, yaitu :
1. Mendefinisikan tujuan bersama yang jelas dan merinci
	Setiap unit harus memahami tujuan bersama yang ingin dicapai dan bagaimana mereka dapat bekontribusi untuk mencapainya.
2. Membangun sistem komunikasi yang efektif 
	Setiap unit harus memiliki saluran komunikasi yang jelas dan terbuka dengan unit lainnya, sehingga informasi dapat bergerak dengan lancar.
3. Mengklarifikasi peran dan tanggung jawab setiap unit
	Setiap unit harus memahami tugas dan tanggung jawab mereka, serta bagaimana mereka saling berkaitan dengan unit lainnya.

4. Membangun Kerjasama antar unit
	Setiap unit harus bekerjasama untuk mecapai tujuan bersama dan memperbaiki kinerja organisasi secara keseluruhan.
2.2.1.7 Strategi dalam meningkatkan koordinasi 
	 George R. Terry (G.R Terry. 1953:93)  memberikan beberapa strategi untuk meningkatkan koordinasi dalam sebuah organisasi yaitu :
1. Komunikasi yang efektif 
	Komunikasi yang efektif antar departemen atau unit dalam organisasi dapat membantu meningkatkan koordinasi. Komunikasi yang buruk dapat menyebabkan ketidaksepahaman dan kesalahpahaman, yang dapat menghambat koordinasi antar unit atau departemen yang berbeda.
2. Perencanaan yang terkoordinasi
	Perencanaan yang terkoordinasi dapat membantu memastikan bahwa semua unit atau departemen bekerja sama untuk mencapai tujuan organisasi yang sama. Hal ini dapat dicapai dengan membuat rencana yang jelas dan terstruktur serta melibatkan semua departemen dalam proses perencanaan.
3. Pemahaman yang jelas tentang tanggung jawab dan tugas 
	Setiap anggota organisasi harus memiliki pemahaman yang jelas tentang tugas dan tanggung jawab mereka. Hal ini akan membantu memastikan bahwa setiap orang tahu apa yang diharapkan dari mereka dan bagaimana mereka akan berkontribusi pada tujuan organisasi secara keseluruhan.


4. Tim yang berfungsi dengan baik
	Tim yang berfngsi dengan baik dapat membantu meningkatkan koordinasi antar departemen atau unit dalam organisasi. Hal ini dapat dicapai dengan memastikan bahwa tim memiliki struktur yang jelas, tujuan yang jelas, dan anggota yang memiliki keterampilan dan pengalaman yang sesuai.
5. Penggunaan teknologi yang tepat
	Penggunaan teknologi yang tepat dapat membantu meningkatkan koordinasi antar departemen atau unit dalam organisasi. Teknologi yang digunakan harus memungkinkan informasi dan data untuk dibagikan dengan mudah dan cepat antar departemen atau unit yang berbeda dalam sebuah organisasi.
6. Pelatihan dan pengembangan karyawan
	Pelatihan dan pengembangan karyawan dapat membantu meningkatkan koordinasi dalam sebuah organisasi. Hal ini karena karyawan yang memilki keterampilan dan pengetahuan yang lebih baik akan lebih mampu bekerja secara efektif dengan departemen atau unit yang berbeda dan meningkatkan koordinasi secara keseluruhan.
	Strategi-strategi tersebut dapat membantu organisasi untuk meningkatkan koordinasi antar departemen atau unit yang berbeda dan mencapai tujuan organisasi secara keseluruhan dengan lebih efektif.
2.2.1.8 Pelaksanaan Koordinasi Pemerintah Desa 
	Pelaksanaan dalam koordinasi diperlukan adanya penentuan Langkah-langkah sebagai berikut:

1. Langkah pertama : Identifikasi Kebijaksanaan
2. Langkah kedua : Identifikasi Fungsional
3. Langkah Ketiga : Identifikasi Struktural
4. Langkah keempat : Penentuan Koordinasi material/operasional
5. Langkah kelima : Penyusunn Pola Koordinasi
Selanjutnya, akan diteruskan melaku mekanisme-mekanisme sebagai berikut :
1. Penyelenggaraan Koordinasi Pemerintahan
2. Kebijakan dan pelaksanaan yang berkaitan dengan penciptaan dan pemeliharaan ketentraman dan ketertiban umum.
3. Fasilitasi penerapan dan penegakan peraturan perundang-undangan dan peraturan yang berlaku,
4. Penyelenggaraan fasilitasi kerjasama daerah dan penyelesaian perselisihan daerah.
5. Pembinaan wilayah yang meliputi pengelolaan batas daerah kependudukan, catatan sipul, kehidupn masyarakat, peningkatan peran serta dan Prakarsa masyarakat, kerukunan daerah dan pola hubungan kerja.
	Koordinasi Pemerintah Desa secara Partisipatif dapat diamati dari beberapa indikator, yaitu sebagai berikut :
1. Komunikasi dan kerjasama antara Kepala Desa dengan BPD dan Lembaga Kemasyarakatan di Desa (LPM, PKK, dan lain-lain) dan berbagai unsur masyarakat di dalam perencanaan dan pelaksanaan program pembagunan di Desa.
2. keterpaduan program-program pembangunan yang di rencanakan dan di laksanakan oleh Pemerintah Desa dan Masyarakat.
3. Kejelasan rencana/program pembangunan secara partisipatif yang ditetapkan/dilaksanakan baik dari aspek tujuan dan sasarannya maupun aspek kemanpaatannya bagi masyarakat desa.
4. Tingkat keberhasilan (ketertiban, keteraturan, kelancaran) pelaksanaan program pembangunan secara parstisipatif yang ditetapkan.
5. Tingkat dukungan pastisipasi masyarakat desa dalam pelaksanaan program-program pembangunan secara pastisipatif yang ditetapkan.
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2.2.2.1 Pengertian Sampah
	Dalam Undang-Undang No.18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah definisi sampah yaitu sisa kegiatan sehari-hari manusia dan/atau proses alam yang berbentuk padat. Sedangkan menuru definisi World Health Organization (WHO) sampah adalah sesuatu yang tidak digunakan, tidak dipakai, tidak disenangi atau sesuatu yang dibuang yang berasal dari kegiatan manusia dan tidak terjadi dengan sendirinya (Chandra, 2006 : 78).
	Dalam kamus lingkungan hidup sampah memiliki dua arti yaitu :
1. Bahan yang tidak mempunyai nilai atau tidak berharga untuk maksud biasa atau utama dalam pembikinan atau pemakaian, barang rusak atau bercacat dalam pembikinan (manufaktur) atau materi berlebihan atau ditolak atau buangan.
2. Waste (sampah/limbah) proses teratur dalam membuang bahan tak berguna atau tak diinginkan.
	Penjelasan mengenai sampah dijelaskan lebih lanjut oleh Mukano (Mukano, 2006:78) membagi sampah dalam beberapa klasifikasi sebagai berikut :
1. Garbage merupakan jenis sampah yang terdiri dari sisa potongan hewan atau sayur-sayuran yang berasal dari proses pengolahan, persiapan, pembuatan dan penyediaan makanan yang sebagian besar terdiri dari bahan yang mudah membusuk, lembab dan mengandung sejumlah air.
2. Rubbish sampah jenis ini merupakan sampah yang mudah atau susah terbakar, berasal dari rumah tangga, pusat pembelanjaan, dan kantor. Sampah yang mudah terbakar umumnya terdiri dari zat organik, kertas, sobekan kain, kayu, dan plastik. Sedangkan sampah yang sukar terbakar sebagian besar merupakan zat anorganik seperti logam, mineral, kaleng, dan gelas. 
3. Ashes merupakan sisa pembakaran dari bahan yang mudah terbakar, baik di rumah, kantor maupun industri.
4. Street Sweeping merupakan sampah yang berasal dari pembersihan jalan dan trotoar. Terdiri dari kertas-kertas, kotoran dan daun-daunan.
5. Dead Animal yaitu bangkai hewan yang mati karena bencana alam, penyakit, maupun karena kecelakaan.
6. Household Refuse merupakan sampah campuran yang berasal dari rubbish, garbage, dan ashes yang berasal dari perumahan.
7. Abandoned Vehicles yaitu sampah yang berasal dari bangkai mobil, truk, kereta api, satelit, kapal laut, dan atau alat transportasi lainnya.
8. Sampah industry yang terdiri darin sampah padat yang berasal dari proses industri pengolahan hasil bumi, tumbuh-tumbuhan, dan industry lainnya.
9. Demolition Wastes yaitu sampah yang berasal dari perombakan gedung atau bangunan.
10. Contruction Wastes yaitu sampah yang berasal dari sisa pembangunan gedung, perbaikan dan pembaharuan gedung. Sampah dari daerah ini mengandung tanah, batu-batuan, potongan kayu, alat perekat, dinding, dan kertas.
11. Sewage Solid merupakan sampah yang terdiri dari benda kasar yang umumnya zat organik hasil saringan pada pintu msuk suatu pengolahan air buangan.
2.2.2.2 Konsep Pengelolaan Sampah
	Menurut Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah (UUPS), yang di maksud dengan sampah adalah sisa kegiatan sehari-hari manusia dan /atau proses alam yang berbentuk padat. Sampah merupakan sisa dari kegiatan manusia yang harus dikelola agar tidak menimbulkan pencemaran lingkungan dan gangguan kesehatan. Pengelolaan sampah adalah kegiatan yang sistematis, menyeluruh dan berkesinambungan yang meliputi pengurangan dan penanganan sampah. Pengurangan sampah yang dimaksud dalam UUPS meliputi kegiatan pembatasan timbulan sampah, pendauran ulang sampah, dan pemanfaatan Kembali sampah. Untuk dapat mewujudkan kegiatan-kegiatan ini, masyarakat dan para pelaku usaha dalam melaksankan kegaitannya diharapkan dapat menggunakan bahan yang menimbulkan sampah sedikit mungkin, dapat digunakan kembali, dapat didaur ulang, dan mudah diurai oleh proses alam. Penanganan sampah yang dimaksud dalam UUPS adalah kegiatan yang di awali dengan pemilahan dalam bentuk pengelompokkan dan pemisahan sampah sesuai dengan jenis, jumlah dan sifat sampah. 
	Langkah selanjutnya adalah pengumpulan dan pemindahan sampah dari sumber sampah ke tempat penampungan sementara, dan pengangkutan sampah dari tempat tempat penampungan sementara ke tempat pemrosesan akhir. Kemudian sampah yang telah terkumpul di tenpat pemrosesan akhir dikelola dengan cara mengubah karakteristik, komposisi, dan jumlah sampah dan/atau proses untuk mengembalikan hasil pengelolaann sebelumnya ke media lingkungan secara aman.
	Alfiandra (2009 : 57) menggambarkan secara sederhana tahapan-tahapan dari proses kegiatan dalam pengelolaan sampah sebagai berikut :
1. Pengumpulan, diartikan sebagai pengelolaan sampah dari tempat asalnya sampai ke tempat pembuangan sementara sebelum menuju tahapan berikutnya. Pada tahpan ini digunakan sarana bantuan seperti tong sampah, bak sampah, peti kemas sampah, gerobak dorong, atau tempat pembuangan sementara.
2. Pengangkutan, yaitu mengangkut sampah dengan menggunakan sarana bantuan berupa alat transportasi tertentu ke tempat pembuangan akhir/pengelolaan. Pada tahapan ini juga melibatkan tenaga yang pada periode waktu tertentu mengangkut sampah dari tempat pembuangan sementara ke tempat pembuangan akhir (TPA).
3. Pembuangan akhir, dimana sampah akan mengalami pemrosesan baik secara fisik, kimia maupun biologis hingga tuntas penyelesaian seluruh proses.
	Hermawati (2015:5) menjelaskan bahwa dalam operasional pengelolaan sampah maka dilakukan beberapa unsur utama kegiatan yang dimulai dari :


1. Pewadahan Sampah
Kompartemen adalah metode untuk membuang sampah secara singkat pada sumbernya, baik sampah yang dihasilkan oleh manusia maupun secara kolektif, baik yang bersifat sementara maupun yang sangat tahan lama, seperti TPA. Sebaiknya tempat sampah diubah sesuai dengan jenis sampahnya (bahan alam atau anorganik atau tidak aman) sehingga pengolahan selanjutnya menjadi lebih sederhana, terutama untuk tujuan akhir penggunaan Kembali.
2. Pengumpulan Sampah
Pemilahan dari pengumpulan sampah dilakukan dari sumber utama untuk dikirim ketempat sementara, atau ke tempat penanganan limbah, atau langsung ke tempat penanganan terakhir tanpa melalui siklus pertukaran. Jangka waktu dari sistem proses pemilahan sampah bervarisasi mulai dari satu daerah ke daerah berikutnya.
3. Pemindahan Sampah
Pemindahan sampah merupakan cara paling umum untuk pindah dari berbagai lokasi penanganan terakhir. Biasanya, pembuangan sampah di suatu daerah dilakukan oleh petugas sampah yang menggunakan peralatan manual atau mekanikal atau justru gabungan.
4. Pengangkutan 
Pengangkutan sampah pada umumnya menggunakan alat pengakut. Di daerah pemukiman umumnya pengangkutan menggunakan gerobak atau truk kecil. Untuk pengangkutan ke TPA pada umumnya menggunakan truk besar sesuai dengan volume sampah yang harus diangkut.
5. Proses Akhir
Pemrosesan akhir sampah (termasuk pemanfaatan sampah untuk berbagai tujuan). Sampah B3 (Bahan Berbahaya dan Beracun). Rumah tangga dikelola secara khusus sesuai denga aturan yang berlaku di daerah tersebut.
	Dari beberapa konsep yang telah di paparkan di atas, dapat disimpulkan bahwa pengelolaan sampah merupakan kegiatan bertahap yang pada dasarnya dilakukan untuk mengelola sampah agar dapat diproses menjadi bentuk lain yang memberikan manfaat dan tidak berbahaya bagi lingkungan. Pengelolaan sampah yang dimaksud pada peelitian ini adalah kegiatan pengelolaan sampah yang dilakukan pada tingkat rumah tangga, berupa pengurangan pemakaian bahan yang sulit terurai, pemilahan sampah, pemindahan sampah dari sumber sampah ke tempat penampungan sementara, pemanfaatan Kembali sampah, serta kegiatan kebersihan seperti gotong royong untuk kerja bakti di lingkungan tempat tinggal.
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      Koordinasi sangat penting bagi sebuah organisasi maupun Lembaga dalam upaya mencapai tujuannya. Koordinasi merupakan suatu usaha yang sinkron dan teratur untuk menyediakan jumlah dan waktu yang tepat, dan mengarahkan pelaksanaan untuk menghasilkan suatu Tindakan yang seragam dan harmonis pada sasaran yang telah ditentukan, Dalam konteks Pengelolaan sampah di desa perlu dilakukan koordinasi yang kuat mengenai pelaksanaanya karena sangat dibutuhkan untuk mencapai tujuan bersama khususnya menciptakan lingkungan masyarakat yang bersih di Desa Karangmalang Kecamatan Karangsembung Kabupaten Cirebon. Sesuai dengan Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon No.5 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Sampah pemerintah desa/kelurahan wajib menjamin terselenggaranya pengelolaan sampah yang baik dan berwawasan lingkungan sesuai dengan peraturan di tingkat desa, Pemerintah Desa memiliki kewenangan untuk melakukan pembinaan, pengawasan dan kerjasama dalam pengelolaan sampah, Tugas Pemerintah desa sebagaimana dimaksud dalam peraturan daerah tersebut meliputi : 
1. Menumbuhkembangkan dan meningkatkan kesadaran budaya masyarakat dalam pengelolaan sampah di tingkat Desa.
2. Mengedukasi masyarakat, Lembaga, kelompok dalam penanganan dan pengelolaan sampah di wilayah desa. 
3. Melakukan pengelolaan sampah melalui fasilitasi, pengembangan dan pelaksanaan upaya pengurangan, penanganan dan pemanfaatan sampah pada tingkat desa.
4. Memfasilitasi penyediaan sarana dan prasarana pengelolaan sampah di tingkat desa dalam bentuk penyediaan   TPS/TPS 3R, angkutan dan fasilitas pendukung lainnya.
5. Mendorong dan memfasilitasi pengembangan manfaat hasil pengelolaan sampah di wilayah desa.
6. Melakukan koordinasi antar Lembaga Desa, Pemerintah Daerah, Masyarakat dan Dunia Usaha agar terdapat keterpaduan dalam pengelolaan sampah di skala desa. 
	Pengelolaan sampah bertujuan untuk mewujudkan budaya hidup bersih, indah, sehat dan kelestarian lingkungan, mewujudkan kinerja pelayanan pengelolaan sampah yang efektif dan efesien, meningkatkan peran serta masyarakat, dan menjadikan sampah sebagai sumber daya yang memiliki nilai ekonomis.  
	Berdasarkan dari tinjauan pustaka yang telah di jelaskan diatas untuk mencapai tujuan bersama dalam sebuah organisasi dibutuhkan adanya sebuah koordinasi yang baik agar pelaksanaan kegiatan tidak tumpang-tindih dan menjadi terarah. Untuk mengetahui bagaimana koordinasi yang dilakukan antar lembaga/ instansi dalam Pengelolaan sampah di Desa Karangmalang menjadi optimal/belum optimal penulis menggunakan indikator pengukuran koordinasi menurut Hasibuan (Hasibuan, 2006:88).
Dalam teorinya Hasibuan (Hasibuan. 2006:88)  menekankan beberapa faktor penting yang mempengaruhi koordinasi, yaitu :
1. Kerjasama 
	  Kerjasama merupakan suatu cara untuk memperoleh suatu koordinasi yang baik dengan mengatur jadwal waktu dimaksudkan bahwa kesatuan usaha itu dapat berjalan sesuai dengan waktu yang telah direncanakan. Kerjasama yang baik semua pihak yang terlibat maka akan tercipta koordinasi yang baik pula.
2. Komunikasi
	  Komunikasi sangat penting karena dengan komunikasi partisipasi anggota akan semakin tinggi karena pimpinan memberitahukan tugas kepada bawahannya harus dengan komunikasi. Dengan demikian komunikasi merupakan hubungan antara komunikator dengan komunikan dimana keduanya mempunyai peranan dalam menciptakan komunikasi.
	Dari pengertian komunikasi di atas terlihat bahwa komunikasi itu mengandung arti komunikasi yang bertujuan untuk mengubah tingkah laku manusia. Maka komunikasi tersebut merupakan suatu hal perubahan suatu sikap dan pendapat akibat informasi yang disampaikan oleh seseorang kepada orang lain. Sehingga dari uraian tersebut terlihat fungsi komunikasi, yaitu sebagai berikut :
4. Mengumpulkan dan menyebarkan informasi mengenai kejadian dalam suatu lingkungan.
5. Menginterpretasikan terhadap informasi
6. Kegiatan menginformasikan informasi, nilai dan norma sosial dari generasi yang satu ke genarasi yang lain.
	Maka dari itu komunikasi merupakan suatu upaya yang dilakukan oleh seseorang untuk merubah sikap dan perilaku orang lain dengan melalui informasi atau pendapat atau pesan yang disampaikannya kepada orang tersebut.
3. Pembagian kerja
	Pembagian kerja adalah perincian tugas dan pekerjaan agar setiap individu dalam organisasi bertanggungjawab untuk melaksanakan sekumpulan kegiatan yang terbatas. Secara teoritis tujuan dalam organisasi adalah untuk mencapai tujuan bersama dimana individu tidak dapat mencapainya sendiri. Dua orang atau lebih yang bekerja bersama secara koperatif dan dikoordinasikan dapat mencapai hasil lebih daripada dilakukan perseorangan. 
	Dalam suatu organisasi, landasan dasarnya adalah prinsip pembagian kerja (Division of labor). Prinsip pembagian kerja ini maksudnya adalah jika suatu organisasi diharapkan untuk dapat berhasil dengan baik dalam usaha mencapai tujuannya, maka hendaknya melakukan pembagian kerja. Dengan pembagian kerja ini diharapkan dapat berfungsi dalam usaha mewujudkan tujuan suatu organisasi. Pembagian kerja adalah perincian tugas dan pekerjaan agar semua individu dalam organisasi bertanggung jawab untuk melaksanakan sekumpulan kegiatan yang terbatas.
4. Disiplin
	  Disiplin merupakan suatu usaha yang dilakukan secara terkoordinasi agar disetiap pekerjaan bisa berhasil, selesai dengan tepat waktu dan sesuai dengan yang di harapkan. Jadi, disiplin menyangkut pada suatu sikap dan tingkah laku yang untuk tunduk dan patuh terhadap peraturan suatu organisasi. Dengan demikian disiplin sangat penting dalam pencapaian tujan karena dengan disiplin semua kegiatan akan terlaksana dengan baik sesuai dengan apa yang diharapkan sehingga tujuan organisasi dapat tercapai.
	Dengan adanya koordinasi yang baik yang di lakukan pemerintah desa dalam pengelolaan sampah di Desa Karangmalang maka akan menghasilkan lingkungan masyarakat yang bersih serta partisipasi masyarakat dalam menjaga lingkungan pun akan meningkat karena adanya koordinasi yang baik. Dalam pengelolaan sampah di Desa Karangmalang semua pihak harus bekerjasama dengan baik termasuk dari Pemerintah Desa dengan Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM). Untuk mempermudah dan memperjelas arah penelitian yang dilakukan oleh penulis, maka penulis menerangkannya ke dalam bagan kerangka pemikiran yang telas penulis susun, yaitu sebagai berikut : 
                INPUT
Peraturan Daerah No.5 Tahun 2022




																																																																																																																																																																											 PROSES
OUTCOME
UPAYA
Terciptanya Lingkungan masyarakat yang bersih dan sehat
Mengoptimalkan Koordinasi Pemerintah Desa dalam Pengelolaan  Sampah di Desa Karangmalang
OUTPUT
Koordinasi belum Optimal
Koordinasi sudah Optimal
Indikator Koordinasi :
1. Kerjasama
2. Komunikasi
3. Pembagian Kerja
4. Disiplin
(Hasibuan, 2006:88)
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